
 

  
  

 
 

 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
 

NOMOR  13  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
Ajudan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah,  maka 

perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota 
Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum 

Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016; 
 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956  tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091); 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
pembentukan  Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  Nomor 2828); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Tahun  Nomor 5494); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
Nomor 2854); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 



 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2016.  

  18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 39 

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA 
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016. 
 
 

  Pasal  I 
 

Ketentuan LAMPIRAN III huruf B. STANDAR BIAYA ALOKASI 

PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SKPD dalam Peraturan 
Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Biaya 
Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 39) diubah sehingga 
LAMPIRAN III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal II  
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2016. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 
Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal  04 Mei 2016 

 

WALIKOTA BENGKULU, 
ttd 

H. HELMI HASAN 
Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal    04 Mei 2016     
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 

 ttd 
 

          MARJON 
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN  2016   NOMOR  13 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ZOHRI KUSNADI, SH, MH 

NIP. 19630412 199403 1 005 

 
 

 



 

LAMPIRAN III 
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR  13 TAHUN 2016 
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 
2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 

PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN 
ANGGARAN 2016. 
 

 
A. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 

No Uraian Satuan Standar Biaya  

(1) (2) (3) (4) 

1 Personal Komputer/ Notebook Unit/Tahun 450.000 

2 Printer Unit/Tahun 350.000 

3 Mesin tik Unit/Tahun 250.000 

4 Air conditioner Unit/Tahun 400.000 

 

B. STANDAR BIAYA ALOKASI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SKPD 

No Uraian Satuan Standar Biaya  

(1) (2) (3) (4) 

1 Eselon II liter/bulan 300 

2 Eselon III liter/bulan 250 

3 Eselon IV liter/bulan 60 

4 Ajudan   

 - Walikota,  liter/bulan 150 

 - Wakil Walikota,  liter/bulan 130 

 - Sekretaris Daerah liter/bulan 100 

 

 
WALIKOTA BENGKULU, 

 
ttd 

 
H. HELMI HASAN 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ZOHRI KUSNADI, SH, MH 

NIP. 19630412 199403 1 005 


